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PERJANJIAN TEKNIS

DINAS KEAREIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
POLITEENIK KESEHATAN HEMENKES SEMARANG

Nomor : 041/0128/2021
Nomor : HHK.03.1/4.2/p30 /2021

TENTANG
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Pada hari Kamis tanggal Empat bulan Februarl tahun Dua Ribu Dua Puluh
Satu (04-02-2021), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. PRIJO ANGGORO ER, SH,M.8i : Kepala Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

yvang  berkedudukan di Jalan
Setiabudi Nomor 201 C Komplek
Diklat, Srondol, Semarang, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2, Dr. MARSUM, B.E., 8.Pd.,, M.H.P. : Direktur Politeknik Keschatan
Kemenkes Semarang, berkedudukan

di Jalan Tirto Agung, Pedalangan
Banyumanik Semarang, berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Keschatan
Republik Indonesia Nomaor
KP.03.03/1V/1636/2018 tentang
Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Dalam dan Dar
Jabatan Direktur Politeknik
Kesehatan Di Lingkungan
Kementerinn  Kesehatan  Republik
Indonesia, dalam hal ini bertindak
dalam jabatannya untuk dan atas
nama Politeknik Kesehatan Kemenkes
Semarang, yang, Selanjutnya disebut
sebagal PIHAK KEDUA
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Bl:l'dﬂmkan pﬂﬂdﬂ.

yUndang-undang Nomor 10 Ta
1. ; hun 1950, tentang Pembentukan Propinsi Jawa
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional:
Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007, tentang Perpustakaan; r
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Ked
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah: ua Atas Undang-undang Nomor

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998 tentang Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

8

9

1

a8 S

Pfﬂd.iﬂi'kﬂn Tin.ﬂgi dan Pﬂﬂgﬂlﬂhm Perg'uman T'in_gm‘:

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 43 tentang Perpustakaan;

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

0. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Standart Nasional Pendidikan Tinggi;

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 507/E/0/2013
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Nomor 355/E/0/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan
Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 520/E/0/2014
tentang lzin Penyelenggaraan Program-Program Studi Pada Politeknik
Kesehatan Semarang di Semarang;

14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor
33/KPT/1/2015 tentang Pembukaan Program Studi Magister Terapan
Keschatan Terapis Gigl dan Mulut Program Magister pada Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Semarang di Kota Semarang. _

15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor
239/KPT/1/2016 Tentang Pembukaan Program Studi Profesi Ners PI‘DEmm
Profesi Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Scmarang di Kota

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor
bukaan Program giudi Bidan Progmam Profesi
Kementerian Kesehatan Semarang di Kota

16. Keputusan Menteri Riset,
451/KPT/1/2016 Tentang Pem
Pada Politeknik Kesehatan
Semarang;

17. Keputusan Menteri Riset, Teknologi,
T13/KPT/1/2017 tentang lgin Pembukaan FPro
Darah Program Diploma Tiga Pada politeknik Kese

di Kota Semarang;

dan Pendidikan Tinggi nomor
gram Studi Teknologi Bank
hatan Kemenkes Semarang
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18. Keputusan  Menteri  Riset, Teknologi, dan  Pendi i
412/KPT/1/2018  tentang Izin  Pembukann I"r::;frunm “Elt Ttil?mT I-:ll;mr
Laboratorium Medis Program < e

Sarjana Ternpan i
Kemenkes Semarang di Kota Semaming: pan pada Politcknik Kesehatan

19. Keputusan  Menteri  Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor
535/KPT/1/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Profesi Dietisien
program Profesi pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang di Kota
Semarang;

20. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tenta
’ ng Pembentukan dan Susunan
mkaﬂh D:l:miglgmnﬂnm J;mm:':ngﬂh [Lembaran Daerah Provinsi Jawa
i I-.e [ -
Tengah Nomor 85); ot bahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun
Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;
22, Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
23, Permaturan Gubermnur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;

2014 tentang

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PTHAK,
dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Teknis tentang Pengelolaan
Perpustakaan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PABAL 1
MAHSUD DAN TUJUAN PERPJANJIAN TEKNIS

(1) Perjanjian Teknis ini bersifat kolaboratil yang saling menguntungkan dengan
maksud mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka
pencapaian visi dan misi untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat.

[2) Perjanjian Teknis ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan institusional
antara kedua belah PIHAK dalam melaksanakan kegiatan dalam bidang
pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, khususnya dalam hal
Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN TEKNIS

Ruang Lingkup Perjanjian Teknis yaitu:

Pengelolann Perpustakaan meliputi: |
. P'ﬂiﬂlkﬂm:lpu;umh:r dayannnuuln dan Pengabdian Kepada Masyarakat di

Bidang ustakaan melalui: :

5 F‘fhﬂm‘i‘tukﬂr menukar tenaga ahli {pmmq]ur,-'mngamum]

b ustakaan .

% mﬂﬂ:ﬂﬁﬂ ﬁ;ﬁmnymkttk kerja h::i mahasiswa dan lulusan
* Pengembangan mahasiswa baru

. E:mhnﬂu_mmlf ngu;::m:: lokakarya, seminar dan diklat

* Kerjasama Penelitian di bidang IE"|=r|'mthliLIr-ﬂulimmE .

- Publikasi/Penerbitan limiah dan Pameran rsam
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b, Jaringan Kemitraan Informasi Perpustakaan

Laboratorium
. Penggunaan dan Pemanfaatan Perpustakaan serta Fasilitas

|ainnya;
4. Kerjasama Pengelolaan Perpustakaan;

e. Kegiatan lain yang disepakati kedua belah PARA PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN

o wan Perjanjian Teknis ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang
dibuat oleh kedua belah PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi
kewenangan uthPAEﬁMMmemmkanhnghuymgtﬂak
terpisahkan dari perjanjian Teknis ini.

(2) Terhadap pelasaknaan kegiatan Perjanjian Teknis ini akan dievaluasi secara
periodik setiap tahun oleh kedua belah PIHAK dan hasil evaluasi menjadi
masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Teknis ini PARA PIHAK menyediakan
sumber daya yang tersedia pada PARA PIHAK sesuai dengan kemampuan dan
kesepakatan untuk melaksanakan program perjanjian teknis.

(2} Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama dengan perngertian
bahwa penggunaan sumber daya tersebut didasarkan pada perhitungan yang
teliti sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok PARA FIHAK.

PASAL 5
PEMILIKAN HAK CIPTA DAN PUBLIKASI HASIL

Pemilikan hak cipta, hak paten, publikasi, penerbitan dan pemanfaatan produk
yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Teknis ini akan dimusyawarahkan

: . —_ inya Perjanjian Teknis ini menjadi
Scgala Biaya yang timbul akibat mmlndamn,g;:w ajiban dan kewenangan sccara
. kesepakatan PARA PIHAK.

ua) tahun terhitung sejak

Perjanjian Teknis ini berlaku untuk jangka wakiu 2 (€ :
: PIHAK dan dapal diperpanjang
Perfanjian Teknis ini ditandatangani oleh PATS C ooion dalam kesepakatan

428 persetujuan PARA PIHAK yang selan)

Page daf ¥

Dipindai dengan CamScanner



PABAL 8
BERAKHIRNYA PE.]]J“M TR

anjian Teknis ini htrnlr:hir apabily:
(i Fﬂ; asf '!:rerlﬂ.kll PE_I:EHnjmn Teknis by

4. Dibuat Pecjanjian Teknis baru yang m ..
¢. Terdapat hal-hal yang mcmglknl:! kfp:mm:;’jmmn T-:kn'u_]am;

2) Apabila_saat berakhimya Perjanjian Teknis in mpsy t-'::“rl;u nasional.
kewajiban dalam Perjanjian _TEIEI'IIB ini belum diselesaikan gleh I;ﬂ! hak dan
maka ketentuan dalam Perjanjian Teknis inj tetap berlaky ARA PTHAK
kewajiban tersebut diselesaikan oleh PARA PTHAK, & sampai dengan

PABAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari
pelaksanaan Perjanjian Teknis ini, PARA PIHAK sepakat lesaikan
secarn musyawarah untuk mufakat. -

(2) Apabila upaya penyelesalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak
tercapai akan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan p;[n!_ndang
undangan.

PABAL 10
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Teknis ini akan dituangkan dalam
Perjanjian Tambahan [Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Teknis ini.

PASAL 11

PENUTUF

Perjanjian Teknis ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari,

“@Lﬂ I bulan dan tahun scbagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat

KEDY rangkap 2 (dua), bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK
A, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

8i.
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